
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 32 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJ A PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2024 

Menim ang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 ten tang Pemer intahan 
Da erah, sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta h n 2023 
tentang Penetapan Peratu ran Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahu n 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang, perlu m enetapkan Peratura n Bupati 
Tasikmalaya ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ; 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabu pa ten dalam Lingkungan 
Propin s i Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), sebaga imana telah d iu bah dengan Undang
Un dang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pem bentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Ka bu pa ten Subang dengan 
mengubah Undan g-Undang Nom or 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
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Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2023 Nomor 
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Ta m bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 20 17 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In don esia Nomor 6042); 

7 . Peratur a n Pemerinta h Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran N egar a Republik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) , seb a gaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan a tas Peratu ran Pemerintah 
Nomor 18 Tahu n 20 16 tentan g Perangkat Daerah 
(Lembara n Negara Republik Indones ia Tah u n 20 19 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nom or 6 402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
La poran dan Evalu asi Penyelen ggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6323); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020 - 2024; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik In donesia 
Tahunn 2017 Nomor 1312); 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik In donesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Da erah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 201 0 Nomor 22 Seri E) ; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nom or 28 
Tahun 2010 ten tang Pengembangan Wilayah Jawa arat 
Ba gian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Da erah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E); 

16 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 
252); 

17. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan J angka 
Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 200 5-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikm alaya Tahun 2010 
Nom or 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 2 
Tahun 201 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Ka bupaten Tasikmalaya 201 1-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikm alaya Ta h u n 20 12 Nomor 2); 

19 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahu n 2014 tentang Sistem Peren canaan Pem bangunan 
Da erah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 14 Nomor 10); 

20 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 1) ; 

21. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 11); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PasaI1 
Dalam Peraturan Bu pati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang m enjadi 
ewen angan daerah otonom. 

4. ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Ie baga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai u n sur 
pe y Ienggara Pemerintah Daerah. 

5. Ren cana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Do en Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2024. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pem bantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang m enjadi kewenangan Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Doku m en Perencanaan Daerah u n tuk jangka waktu 1 (sa tu) tahu n . 

8 . Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disin gka t RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 
5 (lim a) tahu n . 

9. Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencana an Daerah u n tuk jangka waktu 20 (dua 
pulu ) tahun . 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah ren cana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang m em u at kebijakan bidang pen dapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang m en da sarinya untuk periode 1 (satu) tahu n . 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanju tnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas · maksimal anggaran yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegia tan sebagai acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Da erah. 

BAB Il 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2024 

Pasal2 
(1) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMD 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan 
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 

Pasal3 
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan; 
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
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c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 
d . Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
g. Bab VII Penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan: 
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; 
b. Pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun 

An gga ran 2024. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal5 
Perat ran Bupati ini mulai berlaku pa da tanggal diun dangkan. 

Agar setiap orang mengetahu inya, mem erin tahkan 
Peraturan Bupati Ini den gan penempatannya dalam 
Kabupa ten Tasikmalaya . 

......,.,.. 'N-~,'5C~ .... A-F.,·,n.~an i Singaparna 
11 Juli 2023 

.DAERAH 
SIKMALAYA 

pengundangan 
Berita Daerah 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 32 


